
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAヽVESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

N()M(OR  4  TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOヽ 40R6TAHUN 2021

TENTANGrTATA CARA PEI′ AKSANAAN PERJALANAN DINAS I)ALAル I NEGERI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 53

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor

33 Tahun 2O2O tentang Standar Harga Satuan Regional, maka

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2O2l ter,t ry Tata Cara

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu

dilakukan penyesuaian;

bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pedalanan dinas

di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan

Salgihe perlu untuk menerapkan tata cara pelaksaraan

perjalanan dinas dalam negeri;

bahwa berdasarkan perLimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Peruballan Atas Peratur:an Bupati Nomor 6 Tahun 2021

tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

di Lingkungar Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan

Sarrgihe;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat ll di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik [ndonesia Nomor l822htq

a¨

b.

C.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 

PROVINS! SULAWESI UTARA 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 

NOMOR 4 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 53 

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka 

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu 

dilakukan penyesuaian; 
b. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas 

di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan 
Sangihe perlu untuk menerapkan tata cara pelaksanaan 

perjalanan dinas dalam negeri; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan 

Sangihe; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822)4 
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Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemedntahan

Daerah (Lembaran Negara RepubLik lndonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 "fahwr' 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambailan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan

Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan TaJaud menjadi

Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara

(l,embaran NegaJa Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167,

Tambahan lfmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

4. Peratura,n Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar

Harga Satuan Regional {Lembaran Negara Republik tndonesia

Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan

Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 1 12);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI NOヽ40R 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA

PELAKSANAAN PERJALANAN  I)INAS DALAIVI NEGERI  E)I

LINGKUNGAN PEIvIERINTAH:DAERAHI KABUPATEN KEPULAUAN

SANGIHE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pelalsanaan Perjalalal Dinas Dalam
Negeri di Lingkungan Pemedntah Daerah Kabupatelr Kepulauan

Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun

2021 Nomor 6), diubah sebagai berikut: h/q

Menetapkan 

2­ 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
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Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi 
Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557); 
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor I 12); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA 
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN 
SANGIHE. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 
2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam 
Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan 
Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 

2021 Nomor 6), diubah sebagai berikut: t/4 



1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, argka 7, angka 11,

arlgka 35, allgka 37 diubah dan ditambah 1 (satu) angka

yakni angka 48, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

2. Pemerintaian Daeral adalair penyelenggaraan u{usan

pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan deq,an

perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimalsud dalarn Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelalsanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daeral otonom,

4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.

5. Dewan Perwakilan Ralfat Daerah, yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat

Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

6. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang

jabatan ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten sesuai

dengan ketentuan peraturan perunda:rg-undangal.

7. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegarlg

jabatan Anggota DPRD kabupaten sesuai dengan

ketentuan peraturan perundalg-undangan.

8. Apa.ratur Sipil Negam yang selanjutnya disingkat ASN

adalah setiap warga Negara Indonesia yang telah

memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara

tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.lV+
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1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7, angka 11, 
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Pasal 1 

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
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kewenangan daerah otonom. 
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5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 

Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

6. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang 

jabatan ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten sesuai 
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jabatan Anggota DPRD kabupaten sesuai dengan 
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8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah setiap warga Negara Indonesia yang telah 

memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara 

tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan-pd 
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9. Pega$ai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat

dan/atau ditugaskan untuk jangka waktu tertentu guna

melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunalr

yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai

dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

10. Pihak Lain adalah orang selain Pejabat Negara, Pimpinal

dan Anggota DPRD, ASN, pejabat desa dan perangkat

desa, pegawai tidak tetap yang mendapat penugasan

untuk melakukan perjalanan dinas.

1 1. Pelal<sala Surat Pedalanan Dinas adalah Pejabat Negara,

Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, kapitalaung dan

perangkat kampung serta unsur kelembagaan kampung

dan pegawai tidak tetap serta Pihak Lain.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuanga-n

tahunan Pemerintahan Daera-h yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD

dan ditetapkan deagan Peraturan Daerah.

13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat

RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang

Daerah yalg diteDtukan oleh kepala Daerah untuk
menampung selur-uh per:rerimaan Daerah dal membayar

seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

14. Surat Penyediaan Dala, yang selanjutnya disingkat SPD

adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana

sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran

atas pelaksanaan APBD.

15. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya

disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk
mengajukan permintaan pembayaran. h,qr

.4 

9. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat 

dan/ a tau ditugaskan untuk jangka waktu tertentu guna 

melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan 

yang bersifat teknis profesional dan adrninistrasi sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. 
10. Pihak Lain adalah orang selain Pejabat Negara, Pimpinan 

dan Anggota DPRD, ASN, pejabat desa dan perangkat 

desa, pegawai tidak tetap yang mendapat penugasan 

untuk melakukan perjalanan dinas. 

11. Pelaksana Surat Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, 

Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, kapitalaung dan 

perangkat kampung serta unsur kelembagaan kampung 

dan pegawai tidak tetap serta Pihak Lain. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

ta.hunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat 

RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang 

Daerah yang ditentukan oleh kepala Daerah untuk 

menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar 

seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan. 

14. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD 

adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana 

sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran 

atas pelaksanaan APBD. 

15. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya 

disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk 

mengajukan permintaan pembayaran. pk 
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16. Uang Persediaan, yartg selanjutnya disingkat UP adatah

uang muka ke{a dalam jumlai tertentu yang diberikan

kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai

kegiatar operasional pada satuan kerja perangkat

Daerah/unit satuan keda perangkat Daerah dan/atau
untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan

tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme

pembayaran lalgsung.

17. Pembayaran Langsung, ].ang selanjutnya disingkat lS
adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara

pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar peqanjian

kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah keda lainnya

melalui penerbitan surat peri[tah membayar langsung.

18. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat

TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada

bendahara pengeluaral/bendahara pengeluaran

pembantu untuk membiayai pengeluaran atas
pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP

dengan batas waktu dalarn 1 (satu) bulan.

19. Surat Perintai Membayar, yang selanjutnya disingkat

SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan

surat perintah pencairan atas dana atas beban

pengeluaran dokumen pelal<sanaan anggaran SKPD.

20. Surat Perintah Pencairar.r DaIa, yang selatjutnya
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai

dasar pencairan dana atas beban APBD.

21. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi

perangkat Daerah yang dipimpinnya.

22. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya KPA adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk
melaksanakan sebagian kewenalgan darr talggungjawab
penggunaan anggaran pada perangkat Daerah yang

bersangkutan.6$
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adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara 

pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian 
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TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada 
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pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP 
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pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran SKPD. 

20. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya 

disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai 
dasar pencairan dana atas beban APBD. 

21. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA 

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
perangkat Daerah yang dipimpinnya. 

22. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya KPA adalah 

pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab 
penggunaan anggaran pada perangkat Daerah yang 
bersangkutan. ll, 
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23. Pejabat Pelaksana Teknis iiegjatan' vang selanjutnYa

clisingkat PPTK adalah pejabat pada unil SKPD lang

rnelaksallakan 1 (satu) atalL beberapa kegiatan dari su'ltu

program sesuai dengan bidang tugasnla'

2+. Pejabat Penatausahaar Keuangan Satuan Keria

Perangkat Daerah. selanjutnla disingkat PPL SIiPD

adalah peiabat -rang mel.lksanakan fungsi tata LLSaha

keuangan Pacla SKPD

25- Bendahara Pengeluaran adalah pe-jabat lang ditunjuk

Inenerima, meol_impan, membavarkan dan

mempertangguogja\!abkan uang untuk keperluan

belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada

SKPD.

26. L3enclahara Pengeluarar'l Pembantu adalah pciabat

lungsiunal I ang r.lirtrniuk 6e.c|i-na. mrr\ imp'rlr.

memba]arkan, menatausahakan. clan

mempertanggungja\\'abkan uang untuk keperluar-r

belanja Daerah dalam iangka pelaksanaan APBD pada

unit lieaa SKPD.

27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SI{PD. r,ang selaniutn\-a

disingkat DPA SKPD adalah dokumen vairg lnemuat

pendapatan, belarla dan llembia\'aan Iang digLtnakan

sebagai clasar pelaksanaan anggaran olel-r PA.

28. Bla)'a Riil adalah biala Iang dikeluarkan sesuai dengar)

buktl pengeluarar-r vang sah.

29. Lunpsum adalah suatu jlLmlah uang lang telah dihitung
teriebih dahulu G)re-cdLcltklted an1o11it) dar1 dibayarl{an

sekaligus.

30- Perhitur-rgan Rampring adalah perhitungan bial.a

per3alanan dinas -yang dihitung sesuai kebutuhat.r riil
berdasarkan ketentuan lrang berlaku. p$
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23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya 

disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang 

melaksanakan I (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu 

program sesuai engan bidang tugasnya 

24. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat PPK SKPD 

adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 

keuangan pada SKPD, 
25. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunju 

menerima, menyimpan, membayarkan dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan 

belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 

SKPD. 

26. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat 

fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, 

membayarkan, 

mempertanggungjawabkan uang untuk 

dan 

keperluan 

menatausahakan, 

belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 

unit kerja SKPD 

27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya 

disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA 

28. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan 

bukti pengeluaran yang sah 

29. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung 

terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan 

sekaligus 

30. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya 

perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil 

berdasarkan ketentuan yang berlak.n 
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31. Peialanan Dinas .Jabatan, Iang selanjutnr-a disebut

Perjalanan Dinas adalah pcrjalanan baik perorangare

lraupun secara bersama untuk kepentingan daerah clali

tempat ked udul<an /tempat tugas ke tempat yang ditujir,

melaksanalian tugas. dan kembali ke tempat kedu.lLlkan

semula.

32. Per-jalalai Dinas Tertentu adalah perjalanan cliners lang
drlaksanakan untuk suatu kegiatan dengan situasi dalr

kondisi lang tidak dapat cliprediksi.

33. Per-angl<at Daerah, vang selanjurnya disingkat PD adalah

Linsllr pembantu Bupati dan DPRD kabupaten dalam

penyelenggaraan urusan pelnerintahan vang meniardj

ke',r'enangan Dacrah kabupaten.

34. Standar B1a-\a adaiah satLlaD bia_\'a yang diterapkan

sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam

rencana kerja dan anggalan SKPD.

35. Surat Tugas. 1.ang selanjutnva dingkat ST adalah

dokumen \-ang djterbitkan oleh pe.l.lbat berrvenang -rang
nremerintahltan pelaksanaan Pelalanan Dinas bagi

f'ejabat Negala, Pimpinan dan AnggoLa DPRD. ASN.

pejabat pemerintai-r desa dan perangkat desa, dan

pegau,ai tidak tetap serta Pihak Lairi.

36. Uang Representasi adalah uang vang diberikan hepada

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, pejabat

eseion II lang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam

rangka pelaksanaan tu€{as dan fungsi },ang melekat pada

jabatan.

37- Surat Peialanan Dinas adalah dokumen yang diterbrtkan

oleh PA/I(PA/PA dana desa c1a1am ranglia pelaksanaan

Perjalanan Dinas bagi Pe.jabat Negara. Anggota DPRD,

ASN, pe.jabat desa clan perangkat desa serta MTX,

pegau,ai tidat tetap, non ASN, pakar. tenaga ahli,
narasuI1lber- PKK dan dharma u,anita persatuan.p.4
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31.Perjalanan Dinas Jabatan, yang selanjutnya disebut 

Perjalanan Dinas adalah perjalanan baik perorangan 

maupun secara bersama untuk kepentingan daerah dari 

tempat kedudukan/tempat tugas ke tempat yang dituju, 

melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan 

semula. 

32. Perjalanan Dinas Tertentu adalah perjalanan dinas yang 

dilaksanakan untuk suatu kegiatan dengan situasi dan 

kondisi yang tidak dapat diprediksi. 

33 Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah 

unsur pembantu Bupati dan DPRD kabupaten dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah kabupaten 

34. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan 

sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam 

rencana kerja dan anggaran SKPD 

35 Surat Tugas, yang selanjutnya dingkat ST adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh pejabat berwenang yang 

memerintahkan pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi 

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, 

pejabat pemerintah desa dan perangkat desa, damn 

pegawai tidak tetap serta Pihak Lain 

36. Lang Representasi adalah uang yang diberikan kepada 

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, pejabat 

eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam 

rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada 

jabatan 

37. Surat Perjalanan Dinas adalah dokumen yang diterbitkan 

oleh PA/KPA/PA dana desa dalam rangka pelaksanaan 

Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara. Anggota DPRD, 

ASN, pejabat desa dan perangkat desa serta MTK, 

pegawai tidak tetap, non ASN, pakar, tenaga ahli, 

narasumber. PKK dan dharma wanita persatuan n/ 
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38. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat

SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbit-kan oleh

PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran

DPA.SKPD.

39. Surat Perintah Membayar Uang Pe.sediaan, yang

selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang

diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas

beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan

sebagai UP untuk mendanai kegiatan.

40. Surat Perintah Membayar Galti Uang Persediaan, ya[g
selaijutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang

diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas

bebar pengeluaran DPA-SKPD yang dananya

dipergunakar untuk mengganti UP yang telah

dibelanjakan.

4l.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan,

yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen

yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D

atas beban pengeluararr DPA-SKPD, karena kebutuhan

dananya melebihi dari jumlah batas pagu UP yang tealh

ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

42. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya

disingkat SPM-LS adalai dokumen yang diterbitkan oleh

PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas bebai pengeluaran

DPA-SKPD kepada piha,k ketiga.

43.Pengumandahan (deta.senwl adalah penugasan

sementara waktu.

44. Tempat Kedudukan adalah lokasi/tempat dimana

Perangkat Daerah/unit kerja berada.

45. Tempat Tujual adalah lokasi/tempat yang menjadi

tujuan Perjalanan Dinas.

16.Uang Transport Lokal adalah biaya yang dikeluarkan

selama melakukan perlalanan pada lokasi/tempat yang

menjadi tujuan Peialanan Dinas yang merupakan salah

satu komponen uang hariarl dan dibayarkan secara

tumpsum. p,{,

-8­ 
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38. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat 
SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh 

PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran 
DPA-SKPD 

39. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang 
selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang 

diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas 
beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan 
sebagai UP untuk mendanai kegiatan. 

40. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan, yang 
selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang 

diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas 
beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya 
dipergunakan untuk mengganti UP yang telah 
dibelanjakan. 

41. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, 

yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen 

yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D 
atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan 
dananya melebihi dari jumlah batas pagu UP yang tealh 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 
42. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya 

disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh 

PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran 
DPA-SKPD kepada pihak ketiga. 

penugasan adalah (detasering) 43. Pengumandahan 

sementara waktu. 

44.Tempat Kedudukan adalah lokasi/tempat dimana 
Perangkat Daerah/unit kerja berada. 

45. Tempat Tujuan adalah lokasi/tempat yang menjadi 
tujuan Perjalanan Dinas. 

46. Uang Transport Lokal adalah biaya yang dikeluarkan 
selama melakukan perjalanan pada lokasi/tempat yang 
menjadi tujuan Perjalanan Dinas yang merupakan salah 
satu komponen uang harian dan dibayarkan secara 

lumpsum.t, 
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47. Moda Transportasi adalah jenis-jenis sarana transportasi
yang tersedia untuk melakukan perjalanan yailg terdiri
dari transportasi darat, transportasi laut dan transportasi

udara.

48. Probitg Audit adalah pemeriksaan atas proses pengadaan

barang/jasa.

2. Ketentuan Pasal 6 huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal

6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Yang melaksanakal perjalanan dinas yakni:

a. Pejabat Negara;

b. Pimpinan dan Anggota DPRD;

c. ASN/calon ASN;

d. pejabat desa, perangkat desa, anggota MTK, pengurus

lembaga kemasyarakatan, kader pemberdayaan

masyarakat, masyaral<at desa/kelurahan;

e. pegawai tidak tetap dan pegawai diperbantukan;

I staf khusus Bupati, tim pakar DPRD, tenaga a}li/staf ahli,
pimpinan badan/lembaga/tim tingkat kabupaten yang

ditetapkan dengan Keputusa-n Bupati atau pejabat yarg
berwenang; dan

g. Pihak Lain/unsur masyarakat.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat {1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 9

{1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 huruf a adalah Perjalanan Dinas yang

dilaksanakal keluar dari tempat kedudukan di dalam
rvilayah Daerah dan dilaksalakan sampai dengan 8

(delapan) jam atau lebih dari 8 {delapan) jam untuk
kepentingar daerah atas perintah Pejabat yang

berwenanS.;rp,
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4 7. Mod a Transportasi adalah jenis-jenis sarana transportasi 
yang tersedia untuk melakukan perjalanan yang terdiri 

dari transportasi darat, transportasi laut dan transportasi 
udara. 

48. Probity Audit adalah pemeriksaan atas proses pengadaan 
barang/jasa. 

2. Ketentuan Pasal 6 huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 

6 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal6 

Yang melaksanakan perjalanan dinas yakni: 
a. Pejabat Negara; 

b. Pimpinan dan Anggota DPRD; 

c. ASN/calon ASN; 

d. pejabat desa, perangkat desa, anggota MTK, pengurus 

lembaga kemasyarakatan, kader pemberdayaan 

masyarakat, masyarakat desa/kelurahan; 

e. pegawai tidak tetap dan pegawai diperbantukan; 
f. staf khusus Bupati, tim pakar DPRD, tenaga ahli/ staf ahli, 

pimpinan badan/lembaga/tim tingkat kabupaten yang 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang 
berwenang; dan 

g. Pihak Lain/unsur masyarakat. 

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 9 
( 1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 huruf a adalah Perjalanan Dinas yang 

dilaksanakan keluar dari tempat kedudukan di dalam 
wilayah Daerah dan dilaksanakan sampai dengan 8 
(delapan) jam atau lebih dari 8 (delapan) jam untuk 

kepentingan daerah atas perintah Pejabat yang 

berwenans-¢, 
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(2) Pedalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah

pedatanan dinas keluar dari wilayah Daerah, yang

tidak melewati batas wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

(3) Pelalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasat 8 huruf c adalah peialanan dinas yang

dilaksanal<an keluar dari witayah Daerah dan melewati

batas wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

4. Ketentuan Pasal 27 huruf f diubah dan ditambah 2 (dua) huruf
yakni huruf h dan huruf i, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai

berikut:

Paaal27

Penyelenggaraan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh

aparatur pada Inspektorat Daerah, meliputi:

a. pemeriksaan kinerja.

b- pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:

1) Pemeriksaan Investigatif; dan

2) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah.

c. pengawasan bersifat mandatori, meliputi:

1) kinerja rutin pengawasan (Reviu RPJMD, RENSTRA,

RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, RKA SKPD, LKPD,

laporan kinerja, LPPD, reviu DAK, evaluasi SPIP,

monitoring Penyerapan Anggaral/Pemeriksaan Kas,

Monev TLHP).

2) pengawasan prioritas nasional (Lindak lanjut perjanjian

kerjasama APIP dan APH, operasionalisasi saber pungli,

evaluasi perencanaan dan pengalggaral yang berbasis

gender, dana desa, Bos, reviu P3DN da]1 TKDN).

d. Pengawalan Reformasi Birokrasi, meliputi:

1) penilaian mandiri PNPRB; darr

2) asistensi pembangunan RB.

e. penegalan inregriras. meliputi:

1) survei penilaian integritas; da'l1

2) monev aksi pencegahan korupsi.'6

-JO- 

(2) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah 

perjalanan dinas keluar dari wilayah Daerah, yang 

tidak melewati batas wilayah Provinsi Sulawesi Utara. 

(3) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 8 huruf c adalah perjalanan dinas yang 

dilaksanakan keluar dari wilayah Daerah dan melewati 

batas wilayah Provinsi Sulawesi Utara. 

4. Ketentuan Pasal 27 huruff diubah dan ditambah 2 (dua) huruf 

yakni huruf h dan huruf i, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 27 
Penyelenggaraan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh 

aparatur pada Inspektorat Daerah, meliputi: 
a. pemeriksaan kinerja. 

b. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu: 

1) Pemeriksaan Investigatif; dan 

2) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah. 
c. pengawasan bersifat mandatori, meliputi: 

!) kinerja rutin pengawasan (Reviu RPJMD, RENSTRA, 
RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, RKA SKPD, LKPD, 
laporan kinerja, LPPD, reviu DAK, evaluasi SPIP, 

monitoring Penyerapan Anggaran/Pemeriksaan Kas, 

Monev TLHP). 

2) pengawasan prioritas nasional (tindak lanjut perjanjian 
kerjasama APIP dan APH, operasionalisasi saber pungli, 

evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis 

gender, dana desa, Bos, reviu P3DN dan TKDN). 
d. Pengawalan Reformasi Birokrasi, meliputi: 

!) penilaian mandiri PNPRB; dan 
2) asistensi pembangunan RB. 

e. penegakan integritas, meliputi: 

1) survei penilaian integritas; dan 

2) monev aksi pencegahan korupsi-¢ 
I 
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L pcnir.rgkatan kapabilitas APIP. mellpLltji

I ) penerapan manajerlen resiko:

2) perencanaan pengalvasan berbasis risiko;

3l audit kinerja;

4J audit irrvestigasi;

5) pemeril<saarr DAK Fisik:

6) penclidikan berjer].jang iabatan lungsionai p2UpD dan

auditor';

7) pendidikan sertlfikasi dibidang Pengalr.asan lainn]-a:

B) bimbingan telinis dan pelatihan;

9l maturitas SPIP; dan

1OJ penguatan integritas dan anti liorupsi.
g. menghadiri persidar-rgarl/memberikan ketel.angarrl al'rli;

h. pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah: dan

i. probily audit.

5. Ketentuan Pasal 32 diubah, sel]ingga pasal 32 berbunrr
sebagai berikutl

Pasa-l 32

(1) Biaya Pe{alanan Dinas da-larn negeri terdiri dari
komponen:

a. uang harian;

b. biaya fansport;
c. biaya penginapan;

d. ualg representasi; dan

e. sewa kendaraan dalain kota.
(2) Komponen biaya peialanan dinas sebagaimatla dimaksud

dalam ayat {1) untuk pimpinar dal.r anggota DpRD

dibaya-rkan secaJa lumpsum dan merupakal batas
tertinggi sesuai statda-r harga satuan ya'Ig berla_ku pada

tahun berkenaan. f/

- 11­ 

f. peningkatan kapabilitas APIP, meliputi: 

1) penerapan manajemen resiko, 

2) perencanaan pengawasan berbasis risiko; 

3) audit kinerja, 

4) audit investigasi; 

5) pemeriksaan DAK Fisik; 

6) pendidikan berjenjang jabatan fungsional P2UPD dan 

auditor; 

7) pendidikan sertifikasi dibidang Pengawasan lainnya, 

8) bimbingan teknis dan pelatihan; 

9) maturitas SPIP; dan 

10) penguatan integntas dan anti korupsi. 
g menghadiri persidangan/memberikan keterangan ahli; 

h. pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah; dan 

i. probity audit. 

5 Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 32 

(1) Biaya Perjalanan Dinas dalam negeri terdiri dari 
komponen: 

a uang harian; 
b. biaya transport; 

c, biaya penginapan; 
d. uang representasi; dan 

e. sewa kendaraan dalam kota. 

(2) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) untuk pimpinan dan anggota DPRD 

dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas 
tertinggi sesuai standar harga satuan yang berlaku pada 
tahun berkenaan.p, 



6. Ketentuan Pasal 55 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 55

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1) Peialanan dinas dalam daerah yang dilakukan oleh

perangkat Pemedntah dalam wilayah kecamatan akan

dibayarkan uang harian sekaligus dengan uang transport,

dengan besaran sebagai berikut:

a. dalam wilayah kecamatan dataran sebesar

Rpl.O0.00O,00i

b. dalam wilayah kecamatan kepulauan sebesar

Rpl50.OOO,0O; dan

c. dalam wilayah kecamatan kepulauan terpencil sebesar

Rp20O.OOO,0O;

(2) Biaya pedalaran dinas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dikecualikan untuk:

a. petugas kesehatan;

b. kader kesehatan; dan

c. anggota mini lokal<arya lintas sectoral;

{3) Dalam hal pelalanan dinas kegiatan upaya kesehatan

masyara-kat primer dan sekunder yang terintegrasi

dengan upaya kesehatan perorangan di luar gedung yang

didanai dari DAK Non Fisik/BOK khusus untuk petugas

Kesehatan, administrasi, kader Kesehatan dan anggota

mini lokakarya/mini lokakarya lintas sektoral serta

rujukan dari puskesmas ke rumah sakit menggunakan

satuan harga sesuai standa.r harga satuan.

(4) Peialanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan

atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,

yang Pembebanan biayanya sebagian atau seluruhnya

kepada penyelenggara kegiatan/acara, maka biaya

Peialanan Diras disesuaikar dengan dasar

surat/undangan.n/4
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6. Ketentuan Pasal 55 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 55 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 55 

( 1) Perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan oleh 

perangkat Pemerintah dalam wilayah kecamatan akan 

dibayarkan uang harian sekaligus dengan uang transport, 
dengan be saran se bagai beriku t: 

sebesar dataran a. dalam wilayah kecamatan 

Rp100.000,00; 
b. dalam wilayah kecamatan kepulauan sebesar 

Rp150.000,00; dan 

c. dalam wilayah kecamatan kepulauan terpencil sebesar 
Rp200.000,00; 

(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1), dikecualikan untuk: 

a. petugas kesehatan; 
b. kader kesehatan; dan 

c. anggota mini lokakarya lintas sectoral; 
(3) Dalam ha! perjalanan dinas kegiatan upaya kesehatan 

masyarakat primer dan sekunder yang terintegrasi 
dengan upaya kesehatan perorangan di luar gedung yang 

didanai dani DAK Non Fisik/BOK khusus untuk petugas 

Kesehatan, administrasi, kader Kesehatan dan anggota 

mini lokakarya/ mini lokakarya lintas sektoral serta 

rujukan dari puskesmas ke rumah sakit menggunakan 

satuan harga sesuai standar harga satuan. 

(4) Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan 

atau sejenisnya sebagaimnana dimaksud dalam Pasal 10, 

yang Pembebanan biayanya sebagian atau seluruhnya 

kepada penyelenggara kegiatan/acara, maka biaya 

Perjalanan Dinas disesuaikan dengan dasar 

surat/undangan.t&, 

l 
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7. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 70

(1) Pelaksana Surat Perialanar Dinas menyusun laporan

pertanggungiawaban pelakaanaan pelalanan dinas,

berupa:

a. laporan pelaksanaan perjalanan dinas; dan

b. pertanggungiawaban biaya perjalana;r dinas;

(2) Pelaksanaan pertanggungjawaban biaya peialanan dinas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. dipertanggungjawaban secara Biaya Riil untuk pejabat

negara, ASN, pejabat desa, perangkat desa, anggota

MTK, pengurus lembaga kemasyarakatan, kader

pemberdayaan Masyarakat, masyaial<at

kampung/kelurahan.

b. dipertanggungiawaban secara lumpsum untuk
pimpinan dan anggota DPRD.

(3) Pertanggungjawaban biaya pedalanan dinas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk seluruh komponen

biaya pe{alanan dinas dal merupakan batas terLinggi

sebagairnana diatur dalam standar satuan harga yang

berlaku pada tahun berkenan dengan tetap

memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan,

kewajaran dan al<untabilitas.

Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 71

(1) Pelaksana Pedalanan Dinas menyampaikan laporal
pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimanadimaksud

dalam Pasal 70 huruf a, kepada pemberi tugas paling

lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas

dilaksanakaa. ;y(

8
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7. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 70 

( 1) Pelaksana Surat Perjalanan Dinas menyusun laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas, 

berupa: 

a. laporan pelaksanaan perjalanan dinas; dan 

b. pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas; 

(2) Pelaksanaan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
a. dipertanggungjawaban secara Biaya Rii1 untuk pejabat 

negara, ASN, pejabat desa, perangkat desa, anggota 

MTK, pengurus lembaga kemasyarakatan, kader 

pemberdayaan Masyarakat, 

kampung/ kelurahan. 

masyarakat 

untuk lumpsum b. dipertanggungjawaban secara 

pimpinan dan anggota DPRD. 

(3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk seluruh komponen 

biaya perjalanan dinas dan merupakan batas tertinggi 

sebagaimana diatur dalam standar satuan harga yang 

berlaku pada tahun berkenan dengan tetap 
memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, 

kewajaran dan akuntabilitas. 

8. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 71 

( 1) Pelaksana Perjalanan Dinas menyampaikan laporan 
pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 70 huruf a, kepada pemberi tugas paling 

lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas 

dilaksanakan. pl 
l 
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(2) Pelaksana Perjalarar Dillaa kecuali pimpinan daJr

anggota DPRD harus menyampaikan

Pertanggungjawaban biaya Perjala:ran dinas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7O huruf b, dengan

melampirkan dokumen berupa:

a. ST yang sah daii atasa.n Pela,ksana surat pedalanan

dinas;

b. Surat Peialanan Dinas yang telah

ditandatangani/dibubuhi stempel Pejabat di tempat

pelaksanaal Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang

menjadi tempat tujuan pelalanan Dinas;

c. Laporan Peaaiaran Dinas sesuai dengan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan

Bupati ini, dengar melampirkar:

1) tiket pesawat/tiket kapal 1aul, boarding po.ss,

airport tax/rctibusi dan bukti pembayaran moda

tran sportasi lainnya;

2) kuitansi pembayaran tiket pesawat yang dibeli

melalui agen biro perjalanan/ pint out bukll
pembayaran secara online pada agen pedalanan

resmi;

3) bukti pembayaran yang sah untuk aewa kendaraan

dalam Kota berupa kuitansi atau bukti
pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh

perorangan atau badan usaha yang bergerak di

bidang jasa penyewaan kendaraar dengan

melampirkan : Copy KTP Sopir/Copy SIM, Copy

STNK, pnnt out resi biaya argometer dan Foto

Kendaraan;

4) asli Buki pembayaran hotel kecuali pembelian

secara online dilampirka[ pint out bukti
pembayaran;p{

(2) 

-14­ 

Pelaksana Perjalanan 

anggota DPRD 

Pertanggungjawaban 

Din.as kecuali pimpinan dan 

harus menyampaikan 
biaya Perjalanan dinas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, dengan 

melampirkan dokumen berupa: 
a. ST yang sah dari atasan Pelaksana surat perjalanan 

dinas; 

b. Surat Perjalanan Dinas yang telah 
ditandatangani/dibubuhi stempel Pejabat di tempat 

pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang 
menjadi tempat tujuan perjalanan Dinas; 

c. Laporan Perjalanan Dinas sesuai dengan format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan 

Bupati ini, dengan melampirkan: 

1) tiket pesawat/tiket kapal laut, boarding pass, 
airport tax/retribusi dan bukti pembayaran moda 

transportasi lainnya; 

2) kuitansi pembayaran tiket pesawat yang dibeli 
melalui agen biro perjalanan/ print out bukti 
pembayaran secara online pada agen perjalanan 
resm1, 

3) bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan 
da1am Kata berupa kuitansi atau bukti 

pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh 

perorangan atau badan usaha yang bergerak di 

bidang jasa penyewaan kendaraan dengan 

melampirkan : Copy KTP Sopir / Copy SIM, Copy 
STNK, print out resi biaya argometer dan Foto 
Kendaraan; 

4) asli Bukti pembayaran hotel kecuali pembelian 

secara online dilampirkan print out bukti 

pembayaran;Ml, 
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5) daJtal pengeluaran riil sesuai dengan format

sellagaimana tercantum dalalll Larnpiran VI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan BuPati ini;

6) surat pemyataan tanggungiawab PerJalanan Dinas

sesuai dengan format dalam Lampiran Vll yang

merupakan bagran tidak terpisaikan dari

Peraturar BuPati ini;

7) surat pernyataan tanggungiawab uang muka

sesuai dengan format sebagaimana tercantum

dalam Lampirarr Vlll yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Apabila bukti perjatanan dinas berupa boarding pass

hilang/rusa.k, maka pelaksana perjalanan dinas harus

membuat Surat Pernyataan, sebagaimana format yang

tercantum daJam Lampiral IX yarrg merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Apabila terdapat penambahan tugas perjalanan dinas

yang berlanjut atau tugas lainnya atas perintah atasan,

maka harus melampirkan Surat Keteiangan

Perpaljalgan Tugas dari pemberi tugas sebagaimana

format yang tercantum dalam Lampiran X yang

merupakan bagian tidal terpisahkan dari peraturan

Bupati ini.

{5) Pelaksana surat pedalanan dinas khusus pimpinan dan
anggota DPRD harus menyampaikan
Pertanggungiawaban biaya pedalanan dinas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7O huruf b, dengan

melampirkan dokumen berupa;

a. ST yang sah;fyr,
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5) daftar pengeluaran riil sesuai dengan format 

sebagairnana tercantum dalam Lampiran VI yang 

meru pakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

6) surat pemyataan tanggungjawab Perjalanan Dinas 

sesuai dengan format dalam Lampiran VII yang 

meru pakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 

7) surat pernyataan tanggungjawab uang m.uka 

sesuai dengan format sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Apabila bukti perjalanan dinas berupa boarding pass 

hilang/rusak, maka pelaksana perjalanan dinas harus 

membuat Surat Pernyataan, sebagaimana format yang 

tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
(4) Apabila terdapat penambahan tugas perjalanan dinas 

yang berlanjut atau tugas lainnya atas perintah atasan, 
maka harus melampirkan Surat Keterangan 
Perpanjangan Tugas dari pemberi tugas sebagaimana 
format yang tercantum dalam Lampiran X yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

{5) Pelaksana surat perjalanan dinas khusus pimpinan dan 
anggota DPRD harus menyampaikan 

biaya Perjalanan dinas Pertanggungjawaban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, dengan 
melampirkan dokumen berupa: 
a. ST yang sah;)¢ 

I 
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b. surat perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh

PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan

pelalanan dinas atau pihak terkait di yang menjadi

tempat tujuan pe{alartarr dinas;

c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan

dinas lumpsum, sebagaimana tercantum dalam

Larnpiran XI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dad Peraturan Bupati ini;

d. pal<ta integritas sebagai pernyataan tentang komitmen

untuk melaksanakar tugas dan tanggung jawab

pelalanan dinas sesuai ST, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XII yalg merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

e. laporan pelaksanaan perjalanal dinas yang

ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan

melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran U, Lampiran III,
Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII,

Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampi€n X, Lampiran Xl dan

Lampiran Xll Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pe{alanan Dinas Dalam

Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Kepuiauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulaual

Sangihe Tahun 2021 Nomor 6), diubah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampirar Ul,

l,a.mpiran IV, La.rnpiran V, l,ampiran Vl, Lampiran VII,

Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI dan

Lampiran XII yang merupakan bagian tidal< terpisahkan

dari Peraturan Bupatr 1ni.Vt01
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b. surat perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh 

PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan 
perjalanan dinas atau pihak terkait di yang menjadi 
tempat tujuan perjalanan dinas; 

c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan 
dinas lumpsum, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XI yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

d. pakta integritas sebagai pernyataan ten tang komitmen 

untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

perja1anan dinas sesuai ST, sebagaimana tercantum 
dalam Lampi ran XII yang meru pakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan 

e. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang 

ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan 

melampirkan dokumentasi/foto kegiatan. 

9. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, 
Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, 

Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI dan 
Lampiran XII Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam 

Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan 

Sangihe Tahun 2021 Nomor 6), diubah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, 

Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, 

Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI dan 

Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini.pd, 

l 

l 
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. f,/1,

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 2 April 2024

qj. B AN SANGIHE,

RINNY NTUAN

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal 2 Lpril 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPUI-AUAN SANGIHE,

CHTON HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024 NOMOR 4
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe./l, 

Ditetapkan di Tahuna 

pada tanggal 2 April 2024 

Pj BUPA, EPULAUAN SANGIHE, 

RINNY T 'UNTUAN 
Diundangkan di Tahuna 

pada tanggal 2 April 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, 

MELANCHTON HARRY WOLFF 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024 NOMOR 4 



LAMPIRAN I

PERATURAN B【JPATI KEPULA・ UAN SAN01HE

NOMOR 4 TAHUN2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA

CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DlNAS

DALtt  NEGERI  DI  LINGKUNGAN

PEMERINTAH   DAERAII   KABUPATEN

KEPUl′AUAN SANCIHE

LOG0
DAERAH

PERANGKAT DAERAH
DI LINOKUNOAN PEME:RINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SURA:T TUGAS
Nonor :

Dasar

MEMERINTAHKAN:

Kepada

Untuk

1. Nama
Pangkat/ gol.
Jabatan

2. Naina
Pangkat/g01.
Jabatan

Nama Tempat, Tanggal

Nama
Pangkat/ Golongan
NIP

解

P3. UAN SANCIHE,

RINNY AN

１

２

３

LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 

NOMOR 4 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA 
CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DlNAS 

DALAM 

PEMERINTAH 
DI 

DAERAH 
LlNGKUNGAN 

KABUPATEN 

NEGERI 

KEPULAUAN SANGIHE 

LOGO PERANGKAT DAERAH 
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAI-I KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 

SURAT TUGAS 
[Noor' sos+es+s++ 

Dasar ..«.................................................... 
a.a...............%..-...a%a. 

MEMERINTAHKAN: 

Kepada 1. Nama 
Pangkat/ gal. 
Jabatan 

2. Nama 
Pangkat/ gal. 
Jabatan 

. .......a-...... 
.----............................... 

........%....a%....... 

...............%. 
...................a......... 

.a-.a.......... 

\ 

Untuk 1.. .. ,, , ··•····• ·�·· , , .. , .• , ······-··• 
2. 
3. . .. , ,. , , ' ·········· , ' .. ··•· ·····• •... , 

Nama Tempat, Tanggal 

Nama 
Pangkat/Golongan 
NIP 

EPULAUAN SANGIHE, 

«aw +uier»s 

v 

......a..----....... 



LAゝ4PlRAN II

PERATURAN BUPATI:KEPULAUAN SANCIHE

NOヽ40R 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA

CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

DALAヽ4  NEGERI  DI  LINGKUNGAN

PEMERINTAH   DAERAll   KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE

KOP PERANCKATI)AERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN Iく EPULAUAN SANCIIIE

Lembar ke
Kode No
Nomor

SURAT PERJALANAN,DINAS SPD
PEJABAT YANG MENERBITKAN ST
a.NAiVIA
b.PANGKAT DAN GOしONOAN
c… ,ABATAN/1NSTANSl

2 PENO(lUNA      ANGGAIRAN/KUASA
PE、0(lUNA ANCCARAN丼

)

3 NAMA/NIP PELAKSANA SPD
a.PANGKAT DAN GOしONGAN
b.JABATAN/1NSTANSI
c.TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS

ａ

Ｏ

ｃ

4 MAKSUD PERJALANAN DINAS
一
Ｄ MODA TRANSPORl｀ ASl
(, a.TEMIPAT BDRANOKAT
b.TEIMPAT TUJUAN

ａ

・０

a.LAヽlA PERJALANAN DINAS
b.TANGGAL BERANG:く AT
c.TANGGAL HARUS KEMBALi

ａ

卜
一　
〇

8 PENGIKUT:NAMA TANCCAL LAHIR KETERANGAN
１

つ
＾

() PEMBEBANAN ANGOARAN
a.PDRANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
b.NOMOR DPA/DPPA
c.NAMA KECIATAN
d.NAMA SUB.KECIATAN
e.KODE REKENINC

ａ
ｂ

Ｏ
こ

Ｃ
10. Keterangan lain-lain

*) Coret Uang tidak perlu
Dikeluarkan di
Pada tanggal れ′

NlP

a.n.BUPATI KEPUl′ AUAN SANGIHE
Sckrctans Daerah/Asistcn/Kepala pcrangkat Daerah■

)

7.

LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 

NOMOR 4 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA 

CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS 

DALAM 

PEMERINTAH 

DI 

DAERAH 

LJNGKUNGAN 

KABUPATEN 

NEGERI 

KEPULAUAN SANGIHE 

KOP PERANGKAT DAERAH 
DI LJNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 

Lembar ke 
Kode No 
Nomor 

SURAT PERJALANAN DINAS ISPDI 
I. PEJABAT YANG MENERBITKAN ST 

a. NAMA 
b. PANGKAT DAN GOLONGAN 
C. JABATAN /INSTANSI 

2 PENGGUNA ANGGARAN/KUASA 
PENGGUNA ANGGARANI 

3 NAMA/NIP PELAKSANA SPD 
a. PANGKAT DAN GOLONGAN a. 
b. JABATAN/INSTANSI b. 
c. TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS C. 

4, MAKSUD PERJALANAN DlNAS 
5 MODA TRANSPORTAS 
6 a. TEMPAT BERANGKAT a. 

b. TEMPAT TUJUAN b. 
7. a. LAMA PERJALANAN DINAS a. 

b. TANGGAL BERANGKAT b. 
c. TANGGAL HARUS KEMBALI C. 

8 PENGIKUT: NAMA TANGGAL LAHIR KETERANGAN 
1. 
2. 

9 PEMBEBANAN ANGGARAN 
a. PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA a. 
b. NOMOR DPA/DPPA b. 
c. NAMA KEGIATAN c. 
d. NAMA SUB.KEGIATAN d. 
e. KODE REKENING e. 

I 0. Keterangan lain-lain 
) Coret yang tidak perlu 

Dikeluarkan di 
Pada tanggal 

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 
Sekretaris Daerah/ Asisten/ Kepala Perangkat Daerah*) 

NIP 

w 
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Berangkat dari. ... ... ,.. . ..
(Tempat Kedudukan)
Pada Tanggal
Ke
PA/KPA

)

tI. Tiba di
Pada Tanggal
Kepala

(…

NIP
)

Bcrangkat dan
Kc
Pada Tanggal
Kep:ala

(… …

NIP
HI.Tiba di
Pada Tanggal
Kcpala

(

NIP

Bemngkat dari
Ke
Pada Tanggal
Kepala

(……
NIP.

)

IV. Tiba di
Pada Tanggal
Kepala

(… …

NIP

Berangkat dari
Ke
Pada Tanggal
Kepala

(……
NIP.

V.Tiba(11

(Tcinpat Kcdudukan)
Pada Tanggal

Pengguna Angga-ran /
Kuasa Pengguna Anggaran

(

NIP

Telah diperiksa dengan keterangan
bahwa peria.lana-n tersebut dilakukan
atas perintah Pejabat Berwenang dan
semata-mata untuk kepentingan
jabatan dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya

Pengguna Anggaran /
Kuasa PengSuna Anggaran

)

N IP.

VI, Catatan lain-Lain
VII.Pcrhatian

Pejabat yang berwenarrg menerbit-kan SPD, pegawai yang melakukan
perjalanan dinas, para peiabat yang mengesahtan tanggal berangkat/tiba,
serta pihak yang terlibat dalam penerbitan SPD bertanggun&iawab berdasarkan
peraturan-peraturan keuangan Negara apabila menderita rugi akibat
kesalahan, kelalaian, dan kealpaamya.

ν

P3.BUPA PULAUAN SANGIHE,

RINNV T NTUAN

{.

NIP.

)

.)

・)

… … ) (.

Catatan :
*) coret yang tidak perlu.
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Berangkat dari.......8.8............0.-­ 
(Tempat Kedudukan) 
Pada Tanggal 
Ke 
PA/KPA 

I ........ -· ............................... ) 
NIP. 

II. Tiba di Berangkat dari 
Pada Tanggal Ke 
Kepala Pada Tanggal 

Kepala 

( ... , ........... ,. ................... , .. ) ( ........................ , ............... ) 
NIP. NIP 

III. Tiba di Berangkat dari 
Pada Tanggal Ke 
Kepala Pada Tanggal 

Kepala 

I- ... ··••·•·--··--•·•··········-···••I I ····--············-········--· .. ··· .. I 
NIP. NIP. 

IV. Tiba di Berangkat dari 
Pada Tanggal Ke 
Kepala Pada Tanggal 

Kepala 

1-- ·· ··-··-·•········-·-····-······••I I ....................................... 1 
NIP. NIP. 

V. Tiba di eiab diperiksa dengan keterangan 
(Tempat Kedudukan) bahwa perjalanan terse but dilakukan 
Pada Tanggal atas perintah Pejabat Berwenang dan 

semata-mata untuk kepentingan 
Pengguna Anggaran / abatan dalam waktu yang sesingkat- 

Kuasa Pengguna Anggaran singkatnya 
Pengguna Anggaran / 

Kuasa Pengguna Anggaran 

( ................................ I ( ............. ' ................... ) 
NIP NIP. 

y Catatan lain-Lain 
VIL.Perhatian 

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawa1 yang melakukan 
perjalanan d:inas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, 
serta pihak yang terlibat dalam penerbitan SPD bertanggungjawab berdasarkan 
peraturan-peraturan keuangan Negara apabila menderita rugi akibat 
kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya. 

Catatan : 
) coret yang tidak perlu. 

EPULAUAN SANGIHE, 



LAヽ4PIFtAN III

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANO

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA

CAIもヽ PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

DALAM  NECERI  DI  LINGKUNOAN

PEMERINTAII   E)AERAH   KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE

FASILITAS TRANSPORT BACI PELAKSANA SPD

NO. P〕 ]LAKSANA Sl'L)
TINGKAT
BIAYA

MODA TRANSPORTAS:

PESAヤVAT
UDARA

KAPAL
LAUT

KERETA
AP1/BUS

HAROA
TIKET

1 Bupati,Wakil Bupati dan
Pil■pinan DPRD.

A Bisnis VIP/
Kclas I A

SpCSi」 /
Eksckutif

Dibayar
Rill

2 Sekretaris Daerah, Anggota
DPRD, Pejabat Eselon 11, Ketua
dan Wakil Ketua TP-PKK Kab,
Penasehat/ Ketua dan Wal<il
Ketua Dharrna Wanita
Persatuan Kabupaten.

13 Ekonomi Kclas I B Eksckutir Dibayar
sccara
R:il

3 Pe.jabat Eselon III, ASN Gol lV,
StaJ khusus Bupati, Tim Pakar
DPRD, Sta-I Ahli F al<si,
Penasehat/ Sekretaris/
Bendahara TP-PKK kab.,
Sekretaris/Bendahara Dharma
Wanita Persatuan Kabupaten,
Pimpinan
Badan / Lembaga/Tim
Kabupaten yang dibentuk
sesuai SK Bupati/Pejabat yang
berwenang, sefta Pegawai
Tidah Tetap dan Non ASN yang
disetaratan.

C 0konomi Kclas II A Eksckutif Dibaya,
s( `ra
Rill

4 Peiabat Eseton IV, ASN Gol.lll,
Pejabat Desa/MTX, Wakil
Sekretaris/Wakil Benda}lara
TP PKK Kabupaten, Ketua,
Sekretar.i s, Bendalara Pokja
TP PKK Kabupaten, Ketua
Bidang pada Dharma Wanita
Persatuan Kabupaten serta
Pegawai Tida.h Tetap yang
disetaekan.

D Ekonomi Kelas H B Eksekutif Dibay征
secara
Riil

ν

LAMPIRAN III 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 

NOMOR 4 TAHUN 2024 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA 

CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS 

DALAM 

PEMERINTAH 

DI 

DAERAH 

LINGKUNGAN 

KABUPATEN 
NEGERI 

KEPULAUAN SANGIHE 

FASILITAS TRANSPORT BAGI PELAKSANA SPD 

MODA TRANSPORTASI 

NO ELAKSANA SPD 
TINGKAT PESAWAT KAPAL ERETA HARGA 

BIAYA UDARA LAUT AP!/ BUS TIKET 

I. Bupati, Wakil Bupati dan A Bisnis VIP/ Spesial / Dibayar 
Pirpinan DPRD. Kclas I A Eksekutif Rii 

2 Sekretaris Daerah, Anggota 
DPRD, Pejabat Eselon II, Ketua 
dan Wakil Ketua TP-PKK Kab, 
Penasehat/Ketua dan Wakil 0 Ekonomi Kelas l B Eksckutif Dibayar Ketua Dharma Wanita 
Persatuan Kabupaten. secara 

Riil 

3. Pejabat Eselon III, 

ASN Gol 

IV, 

Staf khusus Bupati, Tim Pakar 
DPRD, Staf Ahli Fraksi, 
Penasehat/ Sekretaris/ 
Bendahara TP-PKK Kab., 
Sekretaris/ Bendahara Dharma 
Wanita Persatuan Kabupaten, 
Pimpinan C Ekonomi Kelas II A Eksekutif Dibayar 
Badan/Lembaga/Tim secaa 
Kabupaten yang dibentuk Riil 
sesuai SK Bupati/Pejabat yang 
berwenang, serta Pegawai 
Tidak Tetap dan Non ASN yang 
disetarakan 

4 Pejabat Eselon IV, ASN GOL.III, 
Pejabat Desa/MTK, Wakil 
Sekretaris/Wakil Bendahara 
TP-PKK Kabupaten, Ketua, 
Sekretaris, Bendahara Pokja 
TP PKK Kabupaten, Ketua D Ekonomi Kelas II B Eksekutif Dibayar 
Bidang pada Dharma Wanita secara 
Persatuan Kabupaten serta Riil 
Pegawai Tidak Tetap yang 
disetarakan 

------------------------------'ev e' 



一〇 ASN Gol. 1/ll, Wakil Ketua,
Perangkat Desa, Walil KetuaJ
Wakil Sekrctsris, Wakil
Bendalam Pokja TP-PKK
Kabupaten, Anggola TP-PKK
Kabupaten, serta Pegawai
tidak Tetap yang disetaral{an

じ Ekonomi Kclas lI B Eksckutif Dibayar
scc〔tra

Riil

PJ. BU

RINNY

AN SANGIHE,
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5 ASN Go!. I/II, Wakil Ketua, 
Perangkat Desa, Wakil Keta, 
Wakil Sekretaris, Wakil 
Bendahara Pokja TP-PKK 
Kabupaten, Anggota TP-PKK E Ekonomi Klas II B Ekskutif Dibayar 
Kabupaten, serta Pegawai secara 
Tidak Tetap yang disetarakan Rul 

RINNY TA. TUAN 



LAMPIRAN Ⅳ

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANO

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATl

NOヽ4()R 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA

CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

DALAM  NEGERI  Dl  LINGKUNOAN

PEヽIERINTAH   DAERAH   KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE

DAFTへR RINCIAN UANO MUKA/PANJAR BIAYA PERJALANAN DINAS

Surat Nol■ lor/Tal■ggal

SPD Nomor/Tanggal
PЮgram
Kcglaぬn

(1)

(2)

(3)

(4)

N() KC)lvIPONEN BIAYA Perhitunqan JUNlLAH
Uang Harian Rp.xxx X,1■ lh hari X 75% (5) Rp

2 Biava Transport Rp. ).rx X pp 16) Rp

3 Biava Penginapan Rp.Жx X imlh ha■ X75% (7) Rl)

4 Uang Representasi Rp.Kcく X Jmlh hari X 100%   (8) Rp
¨
０ Sewa Kendaraan Dalafi Kota Rp. rocx X jmlh hari X 100% 19) Rp

JUMLAH Rp Rp

Terbilang. (111

Biaya panjar sejumlah
′1 )́ヽ

・¨ ,¨ ¨ ・̈・¨¨¨―¨ ・̈¨¨……… ■ヽZ′

Telah mcnc:ロェna uang panり ar sebesar

=:,ヽ
                            ′1`=1

'｀ 1'・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ■ヽ`′′

Bcndaha.a Pengeluaran Yarg menerima

Rp¨ .¨ ………

NIP

Mengetalui/Menyetujui :

Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran

(17)
NI:' _(18)

Menyetujui:
Pejabat Pelaksana Tekds Kegiatan

(14)

(15)

、 ′lr、、
¨ ・̈¨¨¨¨,1^ン ,

′●
`ヽ

ヽ
・¨¨―……・¨ t´υ′

¨
Ｐ
一
Л

＜

ト
…){21)
_.(22)

Catatan :

1. Untuk kolom (1)s-d (4), cukup jelas.
2. Untuk kolom (5) panjal uallg harian, diisi perhitungan satuan uang harian dikali

dengan jumlah hari peialanan dinas sama dengan jumlah total uang harian dikali
dengan 7570 untuk diisi pada kolom jumlah.

3. Untuk kolom {6) panjar biaya tmnspoi't, diisi perhitungan biaya tiket pulang pergi
untuk diisi pada kolom jumlah. ft

¨
Ｐ
一
■

‘

、
ト

(13)

(10)

LAMPIRAN IV 

PERATURAN BUPAT! KEPULAUAN SANGIHE 

NOMOR 4 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA 

CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS 

DALAM 

PEMERINTAH 

DI 

DAERAH 

LINGKUNGAN 

KABUPATEN 

NEGERI 

KEPULAUAN SANGIHE 

DAFTAR RINCIAN UANG MUKA/PANJAR BIAYA PERJALANAN D!NAS 

Surat Nomor/ Tanggal 
SPD Nomor/ Tanggal 
Program 
Kegiatan 

' ",, ••• , .•.••.•.•••.. ····-··-······ •...•...•• ( 1) 
..•..........•.•••.....•... •·· ....•.. ·- ..••.•••.•.•...•.•• (2) 
.... ' .••.•.•...•••• , , .... , ·••••·•··••·••• ... , .... , , ... , ..... {3) 
··•••··• - (4) 

NO KOMPONEN BIAY A Perhitungan JUMLAH 
1 Uan Haran Ro. xxx X imlh hari X 75% (5) RD .....•.. 
2. Biava Transport RD. XX X no (6l Ro ......... ·- ···- 
3 Biava Penginapan RD. xxx X imlh hari X 75% (7l RD . .............. 
+ Uang Representasi Ro. xxx X imlh hariX 100% (8) Ro ... 
5 Sewa Kendaraan Dalam Kata RD. Xx X imth hari X 100% 19) Ro - ---·-· .. -- . - ·- 

JUMLAH <p.sos+s·sos (10 Rp ··-·-······-· 
Terbilans;i- ..•.....•..... , .......... , ......... , •.• , .. -�· ••••.....•.. _ I 11 I 

Biaya panjar sejumlah 
Rp (13) 

Bendahara Pengeluaran 

[.....±±±..±±±±±±±±-±±±±±k/(14) 
NIP - - (15) 

Mengetahui/Menyetujui : 
Pengguna Anggaran / 

Kuasa Pengguna Anggaran 

( ) (19) 
NIP (20) 

...• ·················•···········••112) 
Telah menerima uang panjar sebesar 

Rp (16) 

Yang menerima 

lees±±±±is±±±is±..±±±±±±±±y....fl 
N[P .»e++++++++++++88++6+..-...... 418] 

Menyetujui : 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

[....-+++83··++++-0..) (lJ 
NIP _ , .•........•.....• (22) 

Catatan : 
1. Untuk kolom (1)s.d (4), cukup jelas. 
2. Untuk kolom (5) panjar uang harian, diisi perhitungan satuan uang harian dikali 

dengan jumlah hari perjalanan dinas sama dengan jumlah total uang harian dikali 
dengan 75% untuk diisi pada kolom jumlah. 

3. Untuk kolom (6) panjar biaya transport, diisi perhitungan biaya tiket pulang pergi 
untuk diisi pada kolom jumlah., 



a

4. Untuk kolom (7) panjar biaya penginapan, diisi perhitungan satuan uanS penginapan
sesuai standar dikali denganjurfah hari penginapa! sama dengan jumlah total biava
penginapan dikali dengan 75yo untuk diisi pada kolom jumlah.

5. Untuk kolom (8) s.d {9), dan kolom (11) dan kolom (12) cukupjelas.
6. Untuk kolom (13) s.d (22), cukupjelas.V

PJ. B AN SANGIHE,

RINNY T,,i6UNTUAN

-2­ 

4. Untuk kolom (7) panjar biaya penginapan, diisi perhitungan satuan uang penginapan 
sesuai standar dikali dengan jumlah hari penginapan sama dengan jumlah total biaya 
penginapan dikali dengan 75% untuk diisi pada kolom jumlah. 

5. Untuk kolom (8) s.d (9), dan kolom (11) dan kolom (12) cukup jelas. 
6. Untuk kolom (13) s.d (22), cukup jelas./ 

"PULAUAN SANGIHE, 

/ 
RINNY TJWUNTUAN 

l 

l 



LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KEPULAじ AN SANGIHE

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERtJBA:HA仝 T ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 6 TAl‐ lUN 2021 TENTANO TATA

CARA PELAKSANAAN‐ PERJALANAN DINAS

DALA■4  NECERI  DI  LINGKUNGAN

PEゝ4ERINTAH   DAERAII   KABUPATEN

KEPULA,UAN SANGIHE

I´APOlヾ .ヽN PELAKSANAAN l'じ 1ヽJALANAN DINAS

Pedalanan Dinas
L Pendahuluan.

A. Urrum / Lata-r Belakang..
B. Landasan Hukum...........
C. Maksud dan Tujuan.........

II. Kegiatan yang dilal<sanakan
A. Hari Kesatu.,...
B. Hari Kedua.....-

C. Hari Ketiga......
D. Haii Keempat..
E. Dst................................
Hasil yang dicapai...

(1)

(2)

(3)

(4)

Ш

ＩＶ

Ｖ

(5)

(6)

{7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Dibuat di...........,..
Pada tangga.l.........

Pclaksana SPI)

(15)

NIP¨

Catatan :

1. Untuk kolom (1), diisi jenis peialanaa dinas {perjalanan diaas dalam daerah/luar
daerah dalam provinsi/ 1ua-r daerai).

2. Untuk kololn (2j, diisi penjelasan singkat yang melatarbelakangi pelaksanaan
pelalanan dinas.

3. Untuk kolom (3) s.d kolom {4), dan kotom (5) s.d kolom (9}, cukup jelas.
4- Untuk kolom {10), diisi penjetrasan sitgkat tentang hasil yang dicapai sesuai dengan

mal<sud dan tduan pelalanan dinas.
5. Untuk kolom (11), diisi perjelasan yang menyimpulkan apal<al Daksud dan tujuan

pe.jalanan dinas tersebut tercapai atau tidak dan membe }an saran dan masukan
kepada pejabat yang menuga.skan terkait dengan hasil pela_ksanaan pe{alanan dinas
tersebut.w

.){16)
. 117)

LAMPIRANV 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 

NOMOR 4 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

NOMOR 6 TAI-JUN 2021 TENTANG TATA 

CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS 

DALAM 

PEMERINTAH 

DI 

DAERAI-1 

LINGKUNGAN 

KABUPATEN 

NEGERI 

KEPULAUAN SANGIHE 

LAPORAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS 

Perjalanan Dinas (1) 
I Pendahuluan. 

A, Umum / Latar Belakang......---....-...-,--888-+,88+++808+++886,+·+8++·,, [2J 
B. Landasan Hukum , , .•....• , ·······•····�······-··-·····•·•·-------· (3) 
C. Maksud dan Tujuan .......•............ , ....••.. ,..................................... (4) 

II. Kegiatan yang dilaksanakan 
A. Han Kesatu -·-·-· _... (5) 
B. Hari Kedua............................................................................... (6) 
C. Han Ketiga (7) 
D. Han Keempat - -.............. (8) 
E. Dst1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• , •••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••• � ••• �. (9) 

III Hasil yang dicapai �······················-···-················ (IO) 
IV,Kesimpulan dan saran .....-.sos++-s+so+++++++++888++0.+0».-+0+or-so [ll 
V. Penutup........................................................................................... (12) 

Dibuat di ,.... (13) 
Pada tanggaJ............................... (14) 

Pelaksana SPD 
- (15) 

( ) (6) 
NIP (17) 

Catatan 
I. Untuk kolom (1), diisi jenis perjalanan dinas (Perjalanan dinas dalam daerah/luar 

daerah dalam provinsi/luar daerah). 
2. Untuk kolom [(2), diisi penjelasan singkat yang melatarbelakangi pelaksanaan 

perjalanan dinas. 
3. Untuk kolom (3) s.d kolom (4), dan kolom (5) s.d kolom (9), cukup jelas. 
4. Untuk kolom (10), diisi penjelasan singkat tentang hasil yang dicapai sesuai dengan 

maksud dan tujuan perjalanan dinas 
5. Untuk kolom (11), diisi penjelasan yang menyimpulkan apakah maksud dan tujuan 

perjalanan dinas tersebut tercapai atau tidak dan memberikan saran dan masukan 
kepada pejabat yang menugaskan terkait dengan hasil pelaksanaan perjalanan dinas 
tersebut.my 



0~´
`‐

6.Untuk kolo■ 1(12),diisi penJClasan scbagai pcnutt:p atas lapOran yang disai)lpalkan
kcpada pc」 abat yang:ncnugaskan.
7.Untuk kolom(13)s.d kobm(17),cukupjclas.rレ

PJ・

RINNY T
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6. Untuk kolom (12), diisi penjelasan sebagai penutup atas laporan yang disampaikan \ 
kepada pejabat yang menugaskan. 

7. Untuk kolom (13) s.d kolom(I7), cukup jelas. 

·[EPULAUAN SANGIHE, 

J 
RINNY TAUNTUAN 
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N VI

PERATURAN BUPATl KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 4 1｀AHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERA′ rURAN BUPATI

NOMOR 6 TttUN 2021 TENTANC TATA

CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

DALAM  NECERI  Dl  LIN()KUNCAN

PEヽ4ERINTA:H   DAERA「l  KABUPATEN

KEPULAUAN SANGlHE

DAFTAR PENGELUARAN RIIL BIAYA PERJALANAN E)INAS
LaIIlplran SPD N()ntor   :    ._¨ _̈_._¨ .¨ …̈……………….¨ _.____.____¨ {1)
'I al■gg81                   :      .¨ …… .¨ _¨ ¨̈ .̈.¨ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ …̈……… (2)
Progra111                  :      .… ………….…………………………………………………….¨……(3)
Kc,atall          :   ……………………………………………………… (4)
Sub.Ke 0

Biaya riil sejumlah
Rp...........................-......... (14)

Bendahara Pengeluaran

.̈,… ………….¨ ¨ .̈¨ ¨̈ ¨̈ (̈13)
TclahincnenI::la uang panJa,scbcsar

I:',、                           `1′ 7ヽ

`｀■
′・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・‐・・・・・・・t工 `′

Yang incncnina

NIP
(15)

(16) NIP
(18)

(19)

JUMLAH
BUKTI
PEMBAYm・ )

NO KOMPONEN BIAYA

ma/TldはUang lla,.ian Rp. {6)

Rp. (7) Ada/Tidak2 Biaya 'l'ransport
Rp. (8) Ada/Tidakう

、〕 Biaya Penginapan
Uang ReDresentasi Rp (9) Ada/Tidalk4

一
Ｄ Sewa Kendaraan Dalam Kota (10)lく p. Ada/Tid凛(
JUMLAH (11)Rp

(12)Te rbilang

PERIIITUNGAN SPD lヽAMPUNG

: Rp_.¨ ¨̈ .¨¨¨̈ .____.¨ __¨ __
つ、
■` P¨ ¨¨¨¨¨……….… ………………・¨¨¨

D_
工｀ 1'… … … … ・

¨ ・ ¨ … … … …
.¨ .…

… … … … … …

………………)(23)
¨¨̈ ¨¨̈ (24)

NIP.

(20)

(21)

(22)

Mengetahui :

Pengguna Anggaran /
I<uasa Pengguoa Arggaran

Menyetujui I

Pejabat Pelaksanal'eknis Kcgiatan

¨̈ ……ぅ(25)

……………(26)

Catatan :

1. ") kolom yang berfungsi sebagai check-list {coret yang tidak perlu)
2. Untuk kolom (1) s.d kolom (26), cukup jelas. tV

巧.BU LAUAN SANG]HE,

RINNY T AN

Ditetapkan sejumlah
Yang telah dibayar semula
Sisa kurang / Iebih

Nll'

LAMPIRAN VI 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 

NOMOR 4 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA 

CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS 

DALAM 

PEMERINTAH 

Dl 

DAERAH 

LINGKUNGAN 

KABUPATEN 

NEGERI 

KEPULAUAN SANGIHE 

DAFTAR PENGELUARAN Rl!L BIAYA PERJALANAN DINAS 
Lampiran SPD Nomor ..................•........................................ {I) 
Tanggal (2) 
Program (3) 
Kegiatan (4) 
Sub.Keiatan ······---·-•····•·····•···································· i51 

NO KOMPONEN BJAYA JUMLAH BUKTI 
PEMBAYARAN 

I Uang Harian Rn ......................... (6) Ada Tidak 
2 Biava Transport Ro ........................ 171 Ada Tidak 
3 Biaya Penginapan Rn .. , .. -, .................. (81 Ada Tidak 
4. Uang Representasi Ro .............. - ........ (9) Ada Tidak 
5 Sewa Kendaraan Dalam Kota l�n., , ..................... (10 Ada Tidak 

JUMLAH Rn ......................... (11 
Te rbilan2 ............ ·-· ...... , ............. _ .. ,, ___ , .....••.• , .. _ ...••.• (12l ­ 

Biaya riil sejumlah 
Rp , (14) 

Bendahara Pengeluaran 

... , (13) 
Telah menerima uang pan jar se besar 

Rp (17) 
Yang menerima 

f.....e.dee.e.de±±±±.±....J(I5j l:tu:.see±e............(l8] 
NIP (16) NIP (19) 

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG 

Ditetapkan sejumlah 
Yang telah dibayar semula 
Sis a kurang / le bih 

Rp (20) 
Rp (21) 
Rp.................................. . .. (22) 

Mengetahui: 
Pengguna Anggaran / 

Kuasa Pengguna Anggaran 

( ) (23) 
NIP...0+++6+8+8++6808..8....,42) 

Menyetujui: 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

( ) (25) 
NIP. ..800..--..--..--+r....., (26) 

Catatan: 
1.) kolom yang berfungsi sebagai check-list (coret yang tidak perlu) 
2, Untuk kolom (l) s.d kolom (26), cukup jelas. y 

EPULAUAN SANGIHE, 



LAMPlRAN Ⅵ l

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANOIHE

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANC TATA

CARA PELAKSANAAN PERJALANAN I)INAS

DALAM  NECERl  DI  LIN01(UNGAN

PEMERINTAlI  DAERA■ I  KABUPATEN

KEPUIスAUAN SANOIHE

SURAl｀ PERNYAl｀AAN TANCCUNC JAurAB PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan dibawai ini
Nama : ...........,..--
NIP :................
Pangkat / Golongan :
Jabatan : ................

(1)

(2)

(3)

(4)

2

Sehubungan dengan Surat Tugas {ST) Nomor:...........................(5) serta Surat
Perjalanan Dinas {SPD) Nomor:........................(6) Tanggal...........................12; mala
saya telah melaksanakan Petjalanan Dinas dimaksud.
Saya- befianggungiawab sepenuhnya atas kebenaran s€luruh penggunaan biaya
Pelalanan_ Dinas, maka sehubungan dengan hal tersebut saya -errvrtata-uir bahwa saya
tidak mela]<ukan :
a. Pemalsuan dokumen;
b- Tindakan berupa Eenaikkan dari harga *benaInya (nnrk_up);
c. P_erl'alanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih)
d. Hal-hal lain yang berakibat kerugial iaerah/Negara sehubungan denganpelaksanaan perlalanan Dinas dimatsud.

.^_ ?lTlilT pernyaraan ini saya buat ctengan sesungguhnla, rtan apab a dikemudianrran rerDuktl pemvataan sava ini ddak benar. saya bersedia menerima sanksi srsuaiPeraturan Perundang-undangan.

...........(8)

Dengan ini menyatal<an dengan sesungguhnya bah\i/a

NIP

Catatan

Yang trembuat pemyataan,

,vleteral

Rp.10.000

)(9)
{10)

Untuk kolom 1 s.d kolom 10 cuku elas

巧.BUP PULAUAN SANCIIHE,

RINNY T AN

(¨

LAMIKAN VII 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 

NOMOR 4 TAHUN 2024 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA 

CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS 

DALAM 
PEMERINTAH 

DI 
DAERAH 

LIN GKUNGAN 
KABUPATEN 

NEGER 

KEPULAUAN SANGIHE 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PERJALANAN DINAS 

Yang bertanda tangan dibawah init 
Nama - ,............ [l) 
NIP ................................•......................•... {2) 
Pangkat / Golongan : . . . . . . . . . . . .. . . .. {3) 
Jabatan , ···········-·····•·-···•········"·· (4) 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhya bahwat 

Schubungan dengan Surat Tugas (ST) Nom0or:........888888.............(5) serta Surat 
Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: {6) Taoggal {7) maka 
saya telah melaksanakan Perjalanan Dinas dimaksud. 

2 Saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh penggunaan biaya 
Perjalanan Linas, maka schubungan dengan hal tersebut saya menyatakan bahwa saya 
tidak melakukan : 
a. Pemalsuan dokumen; 
b. Tindakan berupa menaikkan dari harga scbenarnya (mark ups, 
c. Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau le bib) 
d. Hal-had lain yang berakibat kerugian dacrab/Ncgnr sehubungan dengan 

pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian 
hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai 
Peraturan Perundang-undangan. 

······· ·······••····· • ············•······•················· (8) 

Yang membuat pernyataan, 

Meterai 
Rp.10.000 

( •. - ·-····-······· ) (9) 
NIP ...••...••••....••.. _,_····-·-·····••-·· (10) 

Catatan 

Untuk koloms.d kolom_1Qr_ctku elas 

RINNY T. UNTUAN 



LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI KEPULAUA■
'SANCIIIENOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAIIAN ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 6 T:AHUN 2021 TENTANG TATA

CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DlNAS

DALAN`   NEGERI  Dl  LINGKUNOAN

PEMERlNTAH   DAERAII   KABUPATEN

KEPULAUAN SANCIHE

SURAT PERNYATANヽ TANGGUNG JAWAB UANG MUKA

Yang bertanda tangan dibawah iri:
Nama : -.--....... -

NIP :...............
Pangkat / Golongan : ...............
Jatlatan : ,-.............

1. Sehubungan dengan Surat Tugas (ST) Nomor:...........................(5) serta Surat
Pedalanan Dinas (SPD) Nomor:........................(6) Tanggal-.........................(7)
maka saya telah menerima uang muka (panjar) Perjalanan Dinas dimaksud.

2. Saya al<an mempertanggungjawabkan penggunaan uang muka selambat
lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah kemba[ da]am pelaksanaan tugas.

3. Saya bersedia mengembalikan apabila dalam pelalsanaannya terdapat selisih lebih
antara uang muka terhadap biaya riil.

Demikian p€rnyataan irri saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian
hari terbukti pemyataan sava ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai
Peraturan Perundang undangan.

(8)

Yang membuat pemyataan,

Meterai

Rp.10.000

NIP
)(9)
(10)

Catatan
Untuk k0101n{1)S.d k010m(10),Cukup jClaS.ν

巧.BUP PULAUAN SANGIHE,

RINNY T AN

Dengan ini menyatakan dengan sesurgguhrya bahwa:

(1)

(2)

(3)

(4)

{.

LAMPIRAN VIII 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 

NOMOR 4 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA 

CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS 

NEGERI DALAM 

PEMERINTAH 

DI 

DAERAH 

LINGKUNGAN 

KABUPATEN 

KEPULAUAN SANGIHE 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UANG MUKA 

............... ·················•····························· ... ···············--··-·- Pangkat / Golongan 
Jabatan 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama _ _ .. (I) 
N IP , (2) 

(3) 
(4) 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

1. Sehubungan dengan Surat Tugas (ST) Nomor: (5) serta Surat 
Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: (61 Tanggal.. (7) 
maka saya telah menerima uang muka (panjar) Perjalanan Dinas dimaksud. 

2. Saya akan mempertanggungjawabkan penggunaan uang muka selambat­ 
Iambatnya 5 (lima) hari kerja setelah kembali dalam pelaksanaan tugas. 

3. Saya bersedia mengembalikan apabila dalam pelaksanaannya terdapat selisih lebih 
antara uang muka terhadap biaya riil. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian 
hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai 
Peraturan Perundang-undangan. 

··-····-···········' , •••.•••••.••••..••••••••...•••.••.•• (8) 

Yang membuat pernyataan, 

Meterai 
Rp.10.000 

( ) (9) 
NIP , - (IO) 

Catatan 
Untuk kolom (l) s.d kolom (10), cukup jelas. ny 

• PULAUAN SANGIHE, 

RINNY T@uNTUAN 



LAヽ4PIRAN IX

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOヽ40R 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

NOヽ40R 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA

CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

DALAMI   NEGERI  DI  LINGKUNGAN

PEMERINTAH   DAERAII  KABUPATEN

KEPULAUAN SANCIHE

SURAT PERNYATAAN

Yang bcianda tangan dibawah lni
Nama           : .… …………….…
NIP           : .__¨ .¨ ¨̈ ¨

Pangkat / Oolongan : ...
Jabatan : ...
Dengan ini menyatalan dengan sesungguhnya bahwa benar telah melaksa akan
perjalanan diaas sesuai Surat Tugas (ST) Nomor............... (5) dan Tang9al..............
(6) dan Surat Peta.lanan Dinas (SPD) Nomor ,..........,......{7) dan
Tanggal-.-...--..........(8) dan berangkat menggunakan angkutan udara
maskapai......,.,...........(9) dengan keberangkatan dari....................,{10) dengar
tujuan,.....,..............(11) dan kembali/pulang menggunatan maskapai ....-...........1.12)
dengan keberatan dari.....................(13) dengan tujuan.....................(14), sesuai
copian bukti pembelian t.iket tetapi bukti penerbangan/bourding pass rusak/hilang.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian
hari terbukti pemyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima saiksi sesuai
Peraturan Perundang-undangan.

{15)

Yang membuat pernyataan,

(1)

(2)

(3)

{4)

NIP
…)(16)
.(17)

Catatan                                :
1. Surat Pcrnyataan mi hanya digunaka■ l untuk inenyatakall bahwa
penCrbangan/bOurding paSS ruSak/hilang untulく pc]alanan pulang pcrgl.
2. Untuk kolol■ (1)s.d kolom■ 17),cukup jclas.「 γ

bukti

PJ・ BU

RINNY

AN SANGIHE,

AN

(.

Meterai

Rp.10.000

LAMPIRAN IX 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANG!HE 

NOMOR 4 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA 

CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS 

DALAM 

PEMERINTAH 

DI 

DAERAH 

LINGKUNGAN 

KABUPATEN 

NEGERI 

KEPULAUAN SANGIHE 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama (1) 
NIP (2) 
Pangkat / Golongan ....•.•.•.•.....•.... (3) 
Jabatan .. ···-······--····················-····················· (4) 
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa benar telah melaksanakan 
perjalanan dinas sesuai Surat Togas (ST) Nomor (5) dan Tanggal.. . 
(6) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor (7) dan 
TanggaL. (8) dan berangkat menggunakan angkutan udara 
maskapai (9) dengan keberangkatan dari (10) dengan 
tujuan (l!) dan kembali/pulang menggunakan maskapai (12) 
dengan keberatan dari ····•······-······ (13) dengan tujuan (14), sesuai 
copian bukti pembelian tiket tetapi bukti penerbangan/ bourding pass rusak/hilang. 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian 
hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai 
Peraturan Perundang-undangan. 

. , I 15) 

Yang membuat pernyataan, 

Meterai 
Rp.10.000 

I••······•·-·· ) (16) NIP............................................. 17] 
Catatan 

1. Surat Pernyataan ini hanya digunakan untuk menyatakan bahwa bukti 
penerbangan/bourding pass rusak/hilang untuk perjalanan pulang pergi. 

2. Untuk kolom (1)s.d kolom (17), cukup jelas.y 

PULAUAN SANGIHE, 



LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI KEPUl′AUAN SANGIHE

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANO

PERUBAHAN ATAS PERA:TURAN BUPATl

NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA

CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DlNAS

DALAM  NEGERI  I)I  LINGKUNOAN

PEMERINTAH  D“ Iも呼I  RABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE

SUIも Tヽ KETERANGAN PERPANJANOAN TUOAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ..................
NtP . .....................
Pangkat/Colongan : .....................
Jabatan : .................
Sesuai Surat Tugas {SP) Nomo..
Pe[alanan Dinas (SPD] Nomor........
dinas memerintahkan kepada :

Nanla : .................
NIP : .....................
Pangka r /Gotongan : .....................
Jabatan i .....................

......, Tanggal.
.,Tanggal........

sarnpal

Tugas  lni  dibuat  bcrdasarkan
pCrti]ユbangan ★) untuk dapat

(14)

Untuk lillclanJutkan pciJalanan dinas dalam kcglatan…
yang bCnelnpat dl… ……………………(12)dan tangg滅………
dCngan… ………………………(13).

Dengan Surat Keterangan perpanjangan
surat/ tele ks/ Faksimili/ radiograE/ surat/ surat
diperguna-kan sebagaimana mestinya.

Yang Menugaskan,

NIP
)(15)
(16)

Catatan :

1. *) piUh sesuai dasar perpanjangan.
2.Untuk k010m(1)s.dk。 1。111(16),cl]【 up JClas.0/

P,・ BU LAUAN SANGIHE,

RINNV T AN

....................(5) dan Suiat

１

２

３

４

{7)

(8)

(9)

(10)

LAMPIRAN X 
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 

NOMOR 4 TAHUN 2024 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA 

CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS 

NEGERI DALAM 

PEMERINTAH 

DI 

DAERAH 

LINGKUNGAN 

KABUPATEN 

KEPULAUAN SANGIHE 

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN TUGAS 

' ··············•····· , . Pangkat/Golongan : ····•·····••············-··•·····-···········•···················--····· 
Jabatan 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama .. .. ( 1) 
NIP , (2) 
Pangkat/Golongan : (3) 
Jabatan . (4) 
Sesuai Surat Tugas (SP) Nomor........o....., Tanggal......8........(5) dan Surat 
Perjalanan Dinas (SPD) Nomor........+....Tanggaloooo·.s.....(b), untuk kepentingan 
dinas memerintahkan kepada : 
Nama ..........................•. ,u (7) 
NIP (8) 

(9) 
(10) 

Untuk melanjutkan perjalanan dinas dalam kegiatan.........·so»st-soooo--........(II) 
yang bertempat di ( 12) dari tanggal sampai 
dengan , , (13). 

Dengan Surat Keterangan Perpanjangan 
surat/teleks/Faksimili/radiogram/surat/ surat 
dipergunakan scbagaimana mestinya, 

Togas ini dibuat berdasarkan 
pertimbangan ) untuk dapat 

. , (14) 

Yang Menugaskan, 

1+++--+++++++++++++»++.-++++66+0...] (l5] 
t,;JP............................................. (16) 

Catatan: 
I. } pilih sesuai dasar perpanjangan. 
2. Untuk kolom (1) s.d kolom (16), cukup jelas.p/ 

PULAUAN SANGIHE, 

ow+siierc 



LAMHRAN刈

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIIIE

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAIIAN ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA

CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

DALAヽ4  NEGERI  Dl  LINGKUNGAN

PEMERINTAH   DAERAII   KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE

No. Kuitansi

Sudah terima dari
Uang sebesar
Terbilang rupiah
Untuk keperluan

Rp

Tahun Anggaran: .....

KUITANSI

BCndahara PengClualan/IBendahara PengCluaran PClnbantu

Biaya peia.lanan dinas dalam rangka melaksanakan
ke9iatan................ ..,.dergan rincian:
1. uang Harian Rp.
2. biaya Transportasi Rp.
3. biaya Penginapao Rp.
4. Uang Representasi Rp.
5. Sewa Kendaraan Dalam Kota Rp.

Jurnl.rh Rp
Terbilang.

Penerima

Mengetahui :

Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Arggaran

N IP

Bendaiara Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu

)

NIP… …
ν

PJ・ BU LAUAN SANGlHE,

RINNY AN

(・ … … )

(

)

LAMPIRAN XI 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 

NOMOR 4 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA 

CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS 

DALAM 

PEMERJNTAH 

DI 

DAERAH 

LINGKUNGAN 

KABUPATEN 

NEGERJ 

KEPULAUAN SANGIHE 

Tahun Anggaran: ...• 

No. Kuitansi I....oo-...-... 
KUITANSI 

Sudah terima dari 
Uang sebesar 
Terbilang rupiah 
Untuk keperluan 

· Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
Rp.,, , _ .. 

• . . . 
Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan 
kegiatan ..................•............. , , dengan rincian: 
I. uang Harian Rp..as...so+. 
2. biaya Transportasi Rp. .coos+s+«.»+ 

3. biaya Penginapan Rp...-.-->-..---».» 
4. Uang Representasi Rp., ············-·•······ 
5. Sewa Kendaraan Dalam Kota Rp . 

Jumlah Rp.....oo.--sos..­ 
Terbilang .......•.... , , , ··········••n••····· . 

........... 
Penerima 

..Ah 

Mengetahui: 
Pengguna Anggaran / 

Kuasa Pengguna Anggaran 

( ' ' •·· .. '.) 
NIP .. 

Bendahara Pengeluaran/ Bendahara 
Pengeluaran Pembantu 

( _ ,) 
NIP v 

RJNNY T UNTUAN 



LAヽ4PIRAN XII

PERATURAN BUPATl KEPULAUAN SANCIHE

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBA■いさI ATAS PERATURAN BUPATI

NOヽ40R 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA

CARA PELAKSANAAN PERJALANAN,DINAS

DALAM   NEGERI  DI  LINGKUNOAN

PEMERINTAII  DAERAII  KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN SANCIHE

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
Tempat, tanggal lahir : .........
NIK :.........
Jabatan : .........
Alamat : .........

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. bahwa saya akan rDelaksanakan tugas pela1ana! dinas sesuai dengan Surat Perintah

T\]gas Nomor:...............Tansga}................dan Surat Pelaksanaan Pedalanan Dinas
Nomor:....--.........Tanggal......-,,.,.-..ds-lam raogka melaksanakan
kesiatan........................ke ...............dari tanggal................s.d ..........

2, bah\ ,'a saya bersedia mempertanggungiawabkan pelalsanaan pe{alanan dinas kepada
pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya pedalanan dinas kepada Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pating Iambat 5 {lima) hari kerja terhitung
setelah perjalanan dinas dilaksanaka[.

3. bah$'a saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya pe4alanan dinas
apabila biaya perJalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan
dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebeoamya secara sadai dan tanpa paksaan
dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, ssya
bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. fl//

Pelaksana Perjalanan Dinas,

Mete「 ai

Rp.10.000′ ―

PJ.BUPA LAUAN SANGIH E,

RINNY TA NTUAN

・)

LAMPIRAN XII 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 

NOMOR 4 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TATA 

CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS 

NEGERI DALAM 
PEMERINTAH 

DI 
DAERAH 

LINGKUNGAN 

KABUPATEN 
KEPULAUAN SANGIHE 

PAKTA INTEGRITAS 

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 

«a%-.--............ 

........... , , ······························-··············---- 
««................ 

.......%....--........... 
....................... 

Jabatan 
Alamat 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama 
Tempat, tanggal lahir 
NIK 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 
1. bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Perintah 

Togas Nomor: Tanggal: dan Surat Pelaksanaan Perjalanan Dinas 
Nomor: Tanggal dalam rangka melaksanakan 
kegiatan ke dari tanggal.. s.d . 

2. bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada 
pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung 
setelah perjalanan dinas dilaksanakan. 

3. bahwa saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas 
apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan 
dinas yang seharusnya dipertanggungawabkan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenamya secara sadar dan tanpa paksaan 
dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/ a tau penyimpangan, saya 
bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. / 

«....... 
Pelaksana Perjalanan Dinas, 

Meterai 
Rp.10.000, 

�··········••n••····· .. ··························-·•l 

aw1cs 


